MATERI 14

PROSES AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
A. Proses Perubahan UUD 1945

1. Perubahan Pertama

Perubahan pertama meliputi antara lain hal-hal berikut:

· Mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden dan

· Hak membentuk Undang-Undang yang dulu ada ditangan presiden sekarang ada pada DPR, sedangkan Presiden hanya berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.

2. Perubahan  Kedua

Perubahan yang kedua meliputi, antara lain, hal-hal berikut:

· Pemerintahan daerah,

· Keanggotaan, fungsi, hak, serta cara pengisian keanggotaan DPR

· Wilayah Negara

· Warga negara dan penduduk Negara RI

· Hak asasi manusia

· Pertahanan keamanan Negara, dan

· Mengenai bendera, bahasa, lambang Negara dan lagu kebangsaan.

3. Perubahan Ketiga

Perubahan yang ketiga meliputi antara lain hal-hal berikut:

· Pelaksanaan kedaulatan,

· Negara Indonesia adalah Negara hukum

· Kedudukan dan kewenangan MPR

· Jabatan presiden dan wakil presiden

· Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat

· Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan,

· Pembentukan lembaga Negara baru, seperti Mahkahmah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komusi Yudisial (KY)

· Pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan

· Pemilihan umum (pemilu).

4. Perubahan Keempat

Perubahan yang keempat dan terakhir antara lain, meliputi hal-hal berikut:

· Keanggotaan MPR

· Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua

· Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap

· Kewenangan presiden

· Keuangan Negara serta bank sentral

· Pendidikan dan kebudayaan nasional.

· Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat

· Fakir miskin dan sistem jaminan social

· Aturan peralihan dan aturan tambahan, dan

· Kedudukan penjelasan UUD 1945

B. Ketatanegaraan RI Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945

1. Sebelum Perubahan UUD 1945

Dikenal MPR RI sebagai lembaga tertinggi Negara, juga sebagai pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat di Negara RI. Seperti tersebut pada Pasal 1 Ayat (2), UUD 1945 (lama) bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya sepenuhnya oleh MPR.

Selain itu masih terdapat kelembagaan Negara yang lain, yang saat itu disebut lembaga tinggi Negara, diantaranya adalah DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Adapun susunan MPR RI terdiri atas anggota DPR ditambah DPR di tambah utusan daerah dan utusan golongan, yang anggota DPR dipilih melalui Pemilu, sedang anggota utusan daerah dan utusan golongan berdasarkan penganggkatan. Tugas dan kewenangan MPR RI menurut Pasal 3 UUD 1945 (lama) adalah menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2. Sesudah Perubahan UUD 1945

Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD yang semuanya direkrut melalui Pemilu.

Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan Legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden dan wakil presiden, sedang badan yudikatif atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara yang lama dan dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tetap ada hanya diatur semua sejajar.
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